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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas terselesaikannya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 pada
Kelurahan  Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
yang merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program kerja yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang
dilakukan untuk mengkaji tingkat atau indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
yang telah diberikan oleh Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman
Kota Administrasi Jakarta Timur selama tahun 2023.

Laporan ini memuat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan publik
pada Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.
Adapun tujuan dari survei ini adalah mengukur kualitas pelayanan publik dan
sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas
pelayanan  publik. Atas dasar meningkatkan kualitas pelayanan  pubiik,
maka Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
sebagai penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat selama
pada tanggal 28 Maret 2023 s.d 28 April 2023. Hasil dari survei diharapkan memberikan
gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik
di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kami menyadari bahwa laporan ini masih
terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan
tanggung jawab penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan
masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Jakarta, 23 Mei 2023
LURAH KELURAHAN PAL MERIAM

NIP. 19¥60320 1998 031002
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa danfatau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Dalam hal ini instansi-instansi yang memberikan pelayanan dituntut
untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Penentuan standard pelayanan adalah
salah satu bentuk upaya mencapai kepuasan pelanggan. Cara yang lain adalah
dengan mengukur langsung tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan
vang telah diterima. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat menghasilkan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM sangat berguna untuk memahami kebutuhan
pengguna layanan dan sebagai tolak ukur kinerja  pelayanan publik.
Panduan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

IKM  merupakan salah satu tolak ukur bagi instansi pemerintah dalam
melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat agar tetap prima.
Hampir semua instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat menjadikan IKM sangat penting untuk mendorong perubahan pelayanan
menjadi lebih baik lagi.

Keberhasilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas selalu menjadi
tantangan bagi institusi pelayanan baik publik maupun swasta.
Institusi pelayanan dituntut menjadi organisasi yang handal dimana seluruh elemen
penggerak di dalam organisasi diberikan kebebasan untuk berdiskusi dan
menjalankan standar yang menjadi kesepakatan sehingga konsistensi dalam
proses pelayanan tetap terjaga. Implementasi dari pelayanan yang dijalankan tersebut
haruslah dipantau dan dievaluasi secara sistematik dan teratur.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selain dimaksudkan untuk mengukur
tingkat kepuasan, juga memungkinkan perbaikan pelayanan. Melalui analisis kinerja dapat
disusun prioritas perbaikan unfuk meningkatkan kualitas layanan
di Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.
Pengukuran yang berkesinambungan akan memungkinkan untuk mengetahui kinerja
pelayanan dan untuk memperoleh aspek pelayanan mana yang dianggap penting oleh
masyarakat dan menjadi prioritas untuk diperbaiki kualitasnya.



B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023

mengacu pada :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi
Daerah  Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

instruksi Presiden Ri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi DK Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta
Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat;

10. Peraturan Gubermnur Nomor 152 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kota Administrasi;

11. Instruksi  Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang  Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat;

12. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 338 tahun 2022
tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022,

13. Surat Keputusan turah Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman
Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 47 Tahun 2023 Tanggal 01 Maret 2023
tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Pal Meriam

Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman
Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan;

Terpetakannya kinerja  pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh
masing-masing unit kerja;



3. Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kota Administrasi
Jakarta Timur;

4. Terpetakannya kelemahan dan kekurangan dari masing-masing
Unit Pelayanan Publik;

5. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Administrasi Jakarta Timur;

6. Sebagai ukuran dasar dalam menilai penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada
tahun berikuinya.

D. Manfaat
Adapun  manfaat dilakukan  Survei Kepuasan Masyarakat pada
Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja kelurahan secara periodik;

2. Untuk mendapatkan informasi mengenai unsur pelayanan mana yang menjadi
prioritas perbaikan/peningkatan;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Memacu persaingan positif, antar kelurahan dalam upaya peningkatan
kinerja pelayanan;

5. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja kelurahan:

6. NilailTingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan
Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun berikutnya;

7. Memetakan kinerja Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi Jakarta Timur
yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik di Provinsi DKI Jakaria
menurut persepsi pengguna jasa layanan atau publik;

8. Mengidentifikasi Harapan Masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik
yang lebih baik di Kota Administrasi Jakarta Timur.

E. Sasaran

Adapun sasaran pelaksanaan  Survei Kepuasan Masyarakat pada
Kelurahan  Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta “Timur
sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan:
Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan
pelayanan publik;



Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
Diketahuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh
unit pelayanan publik secara periodik;

6. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan pubilik;

7. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan
penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan vyang diberikan oleh
aparatur penyelenggara pelayanan publik;

8. Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

9. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan
di Kota Administrasi Jakarta Timur:

10. Diketahuinya indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

F. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Adapun  unsur  pelaksanaan  Survei Kepuasan Masyarakat pada
Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
sebagai berikut :

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian
Wakiu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperiukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
Catatan: Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu
peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen).
Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.



Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Produk pelayanan ini merupakan
hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

Catatan: Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain,
jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk
benda yang tidak bergerak (gedung).

G.Jadwal Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat

Jadwal kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Pal Meriam

Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan pada
Tanggal 28 Maret 2023 s.d 28 April 2023.

Maret April ' Mei

KEGIATAN 1]2[3[4|1[2]3[a51]2[3 45

Evaluasi SKM 2022 f

2. | Persiapan dan perencanaan SKM
2023
' 3. | Sosialisasi SKM 2023 ‘
4. | Pelaksanaan SKM - |
5. | Pengolahan Data
6. | Pembuatan Laporan di Kelurahan
7. | Pembuatan Laporan di Kecamatan
| 8. | Pembuatan Laporan di Tingkat

Kota Administrasi Jakarta Timur




BAB I
METODELOGI

A, Persiapan Survei Kepuasan Masyarakat

Persiapan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menetapkan
Keputusan Lurah Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi
Jakarta Timur Nomor 47 Tahun 2023 Tanggal 01 Maret 2023 tentang Pembentukan
Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Pal Meriam
Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.
B. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Waktu Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat
Waktu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Pal Meriam
Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan pada
Tanggal 28 Maret 2023 s.d 28 April 2023.
2. Sasaran dan Lokasi Survei
Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan dengan sasaran pada :
a. Pelayanan PPSU berjumlah 128 RT dan 10 RW;
b. Pelayanan Ketertiban Umum berjumiah 128 RT dan 10 RW;
¢. Pelayanan PKK berjumlah 128 RT dan 10 RW:
d. Pelayanan Jumantik berjumlah 128 RT dan 10 RW:
e. Pelayanan Posyandu berjumlah 128 RT dan 10 RW.
3. Jumlah Responden
Jumlah responden pada Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi
Jakarta Timur sebanyak 526 responden dengan rincian sebagai berikut:
a. Pelayanan PPSU berjumlah 99 responden;
b. Pelayanan Ketertiban Umum berjumlah 107 responden;
c. Pelayanan PKK berjumiah 113 responden:
d. Pelayanan Jumantik berjumlah 104 responden;
e. Pelayanan Posyandu berjumiah 103 responden.
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data
a. Pengumpulan data, berupa menyusun kuesioner terkait unsur pelayanan vyang
disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman
Kota Administrasi Jakarta Timur;
b. Pengisian kuesioner, dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan danfatau dipandu
oleh surveyor melalui wawancara;
c. Pengolahan data dengan komputer.
5. Penentuan  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Pal Meriam
Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
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dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan,
Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang
memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Misalnya untuk dimensi kinerja,
nitai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS),
nilai 3 (Setuju) dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan
nilai dasar 25 digunakan untuk mendapatkan penilaian antara 25 - 100
sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM kemudian diklasifikasikan kedalam kategori A
(Sangat Baik), B {Baik), C (Kurang Baik) dan D (Tidak Baik) sebagaimana disajikan
dalam table berikut:

1 1,00 - 2,59 25.00 — 64,99 D Tidak baik
2 2,60 - 3,06 65.00 — 76,60 C Kurang baik
3 3,07 -3,53 76,61 — 88,30 B Baik

4 3,54 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat baik

Untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Pal Meriam
Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur dihitung dengan
memperhitungkan total nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat kedua
Jenis Pelayanan, maka IKM Kelurahan ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

IKM Kelurahan = total SKM 2 Jenis Pelayanan
2 jenis pelayanan
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BAB H
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. identitas/Karakter Responden

Identitas/karakter responden berdasarkan :
1. Jenis kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin dibagi kedalam dua kelompok, yaitu laki-laki
dan perempuan, hal ini dilakukan agar dapat melihat berapa banyak masyarakat

berdasarkan gender yang dilayani disetiap layanan.

|
No Jenis Kelamin SR S SEspenden
QOrang %
1 | Laki-laki 464 46,68 %
2 | Perempuan 530 5332%
J
Total 994 100 %

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan sebagian besar
didominasi oleh laki-iaki.

2. Pendidikan terakhir
Responden berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, vyaitu
SD, SMP, SMA, D3, 81 dan 82

No Jenis Kelamin dumiahr REspongen
Orang %
1 | SD/Setingkat 12 1,21%
2 | SMP/Setingkat 694 69,82%
3 | SMA/Setingkat 104 10,46%
4 | Diploma D3/D4/Setingkat 63 6,33%
5 | Sarjana 81 109 10,97%
6 | Magister S2 12 1,21%
Total 994 100%

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan sebagian besar berasal
dari tingkat pendidikan SMP.

11



3.

yaitu Ibu Rumah Tangga, Kader/Pengurus Jumantik, Ketua/Perangkat RT dan RW

Pekerjaan

Responden berdasarkan jenis pekerjaan dibagi menjadi 11 (sebelas) kelompok,

1

Pegawai Swasta, Pelajar/Mahasiswa, Petugas ketertiban umum, PNS/Guru, Swasta,

Tenaga Honorer, Wirausaha/Dagang/Bisnis/Freelance dan lainnya.

iNo.

Jenis Kelamin

|
—
|

Jumlah Responden

L oma | %
| 1 | Ibu Rumah Tangga 241 24.25%
F “2 | Kader/Pengurus Jumantik 102 10,26% |
i 3 I\ Ketua!F"erangkat RT dan RW 89 8,95%
| 4 | Pegawai Swasta B 59 -- 5,93”/.07
s Pelajar/Mahasiswa 41  412%
| 6 | Petugas Ketertiban Umum | 11 1,11%
| 7 | PNS/Guru 19 1,91%
%78 Swasta 105 , 10,97% o
9 | Tenaga Honorer 96 9,66% ‘
71 0 erausahal Daganngisnilereelanée 83 8,35% |
11 | Lainnya 144 14,49%
Total 994 100 %

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan sebagian besar
ibu Rumah Tangga

B. Indeks Berdasarkan Jenis Pelayanan

—

Nilai masing-masing
Jenis Pelayanan

| Uraian Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan Pelayanan Pelayanan
i \ Ketertiban PKK JUMANTIK | POSYANDU | RT/RW LMK
PPSU ,
Umum dan FKDM
; 9 Unsur Pelayanan : o
' 1. Persyaratan ; 89,29 91,30 89,60 | 39,44 1 -89,04 88,83 ]
2. Sistem, | |
Mekanisme, 90,65 90,93 90,03 89,44 89,04 68,96
Prosedur |
3. Waktu 89.97 91,11 89,45 89,17 8843 | 8972 |
4. Biaya 90,14 89,74 90,42 88,89 | 9061 |

91,67

i2




Nilar masing-masing
Jenis Pelayanan
Uraian Pelavanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan
PPoL | Ketertiban | PKK | JUMANTIK | POSYANDU | RT/RW,LMK
Umum dan FKDM
5. Spesifikasi 90,48 90,74 89,60 £9,58 89,20 88,96
!_6. Kompetensi 89,97 90,93 89,31 88,61 88,58 89,34

7. Perilaku 90,99 91,48 89,88 89,58 88,89 89,47
8. Penanganan

Saran dan 88,97 91,11 89,74 88,03 88,43 88,71

aduan
9. Sarana

Pendukung SR,97 8 89,60 89,17 88,43 88,45

Pelayanan :
Rata-rata 90,16 91,19 89,66 89,38 88,77 89,23
Pelayanan Per
Indeks
Kepuasan
Masyarakat 89,73
rata-rata
pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Pal Meriam

Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelayanan PPSU

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) adalah pekerja yang
melakukan penanganan prasarana dan sarana di wilayah kelurahan yang
diangkat berdasarkan perjanijan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PPSU yang memiliki

nilai terendah adalah unsur persyaratan dengan nilai 89,29 Hal ini disebabkan karena

a. Sistem/mekanisme pelaksana dan penanganan saran dan aduan dalam mendapatkan
pelayanan PPSU harus melalui prosedur, contoh jika salah satu RW sedang
memerlukan tenaga anggota ppsu untuk menata lingkungannya harus bersurat dulu
yang ditujukan ke Lurah Kelurahan Pal Meriam;

b. Minimnya pengetahuan warga masyarakat terkait prosedur permintaan
bantuan kepada anggota PPSU:;

C. Adanya beberapa kebutuhan di lingkungan masyarakat yang meminta bantuan
anggota PPSU tetapi bukan merupakan tugas dan kewenangan dari anggota PPSU,
sehingga tidak bisa terpenuhinya permintaan masyarakat tersebut contoh
permintaan menebang pohon di dalam halaman rumah warga, ini merupakan bukan
tugas dari anggota PPSU sehingga tidak bisa terpenuhi permintaan pelayanan
tersebut.
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Sedangkan pelayanan PPSU yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur perilaku,
pribadi PPSU sangat ramah dan memiliki etika dalam melaksanakan tugasnya dan
hasilnya sesuai yang diharapkan dengan nilai 90,99. Hal ini disebabkan karena :

a. Perilaku PPSU sangat ramah dan memiliki etika dalam melaksanakan tugasnya;

b. Dalam memberikan pelayanan anggota PPSU berkerjasama dengan baik sesama
anggota PPSU sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan maksimal;

c. Dalam memberikan pelayanan, anggota PPSU sudah mengetahui tugas masing-
masing individu anggota PPSU sehingga dalam memberikan pelayanan bisa
menghasilkan hasil yang diharapkan masyarakat.

. Pelayanan Ketertiban Umum

Pelayanan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana dilakukan lima tertib
yaitu tertib hunian, tertib buang sampah, tertib pedagang kaki lima, tertib lalu lintas dan
tetib demo yang diakukan bersama-sama antara rakyat dan pemerintah.

Hasit Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan ketertiban umum yang memiliki

nilai terendah adalah unsur spesifikasi dengan nilai 90,74 Hal ini disebabkan karena :

a. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait ketertiban umum yang belum bisa
terpenuhi. contoh pengaduan masyarakat terkait pedagang kaki lima dan
bangunan liar di sepanjang sisi kali, terkait dengan relokasi yang belum ada maka
pedagang kaki lima belum bisa ditertibkan dan permasalahan kemacetan dipintu
perlintasan kerata api Stasiun Kerata Api terkadang warga mengaggap ini adalah
tugas dan kewenangan kami, sebenarnya kami berjaga dilokasi tersebut hanya
membantu, dan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti Dinas
Perhubungan dan Kepolisian;

b. Minimnya pengetahuan warga masyarakat terkait prosedur pelayanan
ketertiban umum;

c. Beberapa kali diadakan penegakan peraturan pemerintah terkait ketertiban umum
membuat sebagaian masyarakat merasa dirugikan contoh pernah beberapa kali
diberikan edukasi dan teguran lisan serta menghimbau bangunan liar, parkir liar dan
kami setiap hari dijam-jam sibuk bersama Satpol PP dan FKDM Kelurahan Pal Meriam
berjaga pintu periintasan kerata api Stasiun Pondok Jati.

Sedangkan pefayanan ketertiban umum yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur
Biaya. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana/petugas
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan
tugas dengan nilai 91,67.Hal ini disebabkan karena
a. Biaya penyelesaian pekerjaan atau aduan masyarakat tidak ada, semua pelayanan

yang dilakukan oleh petugas keamanan dan ketertiban gratis atau tidak ada:

b. Dalam memberikan pelayanan petugas keamanan dan ketertiban berkerjasama
dengan baik sesama petugas keamanan dan ketertiban sehingga dapat
menyelesaikan tugasnya dengan maksimal;
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c. Dalam memberikan pelayanan, petugas keamanan dan ketertiban sudah mengetahui
fugas masing-masing individu petugas keamanan dan ketertiban sehingga dalam
memberikan pelayanan bisa menghasilkan hasil yang diharapkan masyarakat.

3. Pelayanan PKK
Gerakan PKK adalah Gerakan dalam bidang pemberdayaan keluarga dan
pembangunan masyarakat yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.

Sasaran utama Gerakan PKK adalah individu, keluarga dan lingkungan yang merupakan

ekosistem dalam kehidupan masyarakat, guna terwujudnya keluarga yang berakhlak

mulia, sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan PKK yang memiliki nilai terendah adalah unsur kompetensi dengan nilai 89,31

Hal ini disebabkan karena :

a. Gerakan PKK mempunyai peran penting untuk ikut mewujudkan hal tersebut melalui
pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, mengimplementasikan 8 (delapan)
fungsi keluarga dan juga program lain yang diamanatkan olenh Gubernur terkait
pemberdayaan keluarga, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, terkait hal
tersebut memang ada beberapa kendala salah satunya kurang pemaham
warga/keluarga dalam program-program yang dimiliki PKK;

b. Keterbatasan para kader PKK juga menjadi suatu kendala seperti pelaporan-pelaporan
yang sekarang lebih menggunakan teknologi.

Sedangkan pelayanan PKK yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur sistem,
mekanisme dan prosedur dengan nilai 90,03. Hal ini disebabkan karena :

a. Dalam melaksanakan program-program PKK memiliki kemampuan dan pengalaman
sanggat baik dan berkompeten sebagai Kader PKK sehingga dalam pelaksanaan
program-program PKK tersebut dapat berjalan dengan baik;

b. Walau dalam keterbatasan teknologi, kader PKK memiliki pencatatan laporan secara
manual yang tertuang dalam buku pelaporan PKK;

4. Pelayanan Jumantik
Juru pemantau jentik atau Jumantik adalah orang yang melakukan pemeriksaan,
pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk, khususnya Aedes aegypti dan Aedes
albopictus. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan JUMANTIK

yang memiliki nilai terendah adalah unsur kompetensi dengan nilai 88,61

Hal ini disebabkan karena :

a. Jumantik merupakan salah satu bentuk gerakan atau partisipasi aktif dari masyarakat
dalam menanggulangi penyakit Demam Berdarah Dengue;

b. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan jumantik antara lain ketidak patuhan masyarakat
untuk terlibat dalam kegiatan jumantik, adanya bangunan kosong yang sulit untuk
dimasuki oleh para kader jumantik serta adanya tempat umum seperti sekolahan,
masjid yang dalam pelaksanaan kegiatan jumantik perlu selalu dilakukan pemantauan
agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara rutin:
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¢. Hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan yang menyebabkan pekerjaan jumantik
dan tidak berjalan sesuai yang diharapkan adalah ada warga yang tidak bersedia
diperiksa rumahnya, pemilik rumah tidak berada di tempat, atau sambutan pemilik
rumah yang kurang simpatik.

Sedangkan pelayanan JUMANTIK yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur Biaya.
Penyelesaian pekerjaan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan tanpa
biaya dengan nilai 90,42. Hal ini disebabkan karena :

a. Biaya penyelesaian pekerjaan tidak ada, semua pelayanan yang dilakukan oleh
JUMANTIK gratis atau tidak ada;

b. Dalam memberikan pelayanan JUMANTIK berkerjasama dengan baik sesama anggota
JUMANTIK sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan maksimal;

c. Dalam memberikan pelayanan JUMANTIK sudah mengetahui tugas masing-masing
individu sehingga dalam memberikan pelayanan bisa menghasilkan hasil yang
diharapkan masyarakat.

. Pelayanan Posyandu

Posyandu atau Pos Pelayanan terpadu adalah suatu bentuk keterpaduan
pelayanan kesehatan yang diiaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas.
Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu di balai warga. Pelayanan posyandu
adalah kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular
dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang di lakukan penimbangan balita.
Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan
balita. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Posyandu yang memiliki
nilai terendah adalah unsur waktu, Sarana prasarana dan aduan serta Sarana pendukung
pelayanan dengan nilai masing-masing 88,43. Hal ini disebabkan karena °
a. Minimnya pengetahuan warga masyarakat terkait prosedur pelayanan

Posyandu;

b. Kurangnya sarana prasana yang dimiliki posyandu;

c. Pelayanan Posyandu merupakan pelayanan Kesehatan, maka diperlukan keahlian
khusus dan pembinaan terhadap kader posyandu;

d. Perlunya pengawasan dari puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan posyandu.

Sedangkan pelayanan Posyandu yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur
spesifikasi untuk mendapatkan pelayanan Posyandu dengan nilai 89,20.Hal ini disebabkan
karena :

a. Jadwal pelaksanaan pelayanan Posyandu sudah dijadwalkan dari bulan sebelumnya
sehingga memudahkan warga untuk memeriksakan kembali kesehatannya
di Posyandu;

b. Tempat pelaksaan yang biasa di gunakan yaitu balai warga setempat sehingga
memudahkan untuk jarak tempuh bagi warga yang sudah berusia lanjut;

. Ketepatan pelaksanaan membuat warga lebih bersemangat untuk dating kembali
di bulan berikutnya.
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6. Petayanan RT/RW, LMK dan FKDM
RT/RW, LMK dan FKDM merupakan institusi demokrasi yang di bangun oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah tempat untuk menampung aspirasi masyarakat

di tingkat kelurahan. Jakarta sebagai Ibukota Negara harus selalu dalam keadaan bersih, aman

dan tentram, untuk menjaga itu semua perlu kiranya memperhatikan hubungan antara aparat

pemerintahan dan masyarakat, sehingga apa yang menjadi kendala dan permasalahan

di masyarakat segera dapat di tanggulangi sehingga Jakarta selalu dalam keadaan yang kondusif.

. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RT/RW, LMK dan FKDM
yang memiliki nilai terendah adalah unsur sarana pendukung pelayanan dengan 88,42.
Hal ini disebabkan karena :

a. Minimnya sarana yang dimiliki RT/RW, LMK dan FKDM dalam melayani masyarakat;

b. Minimnya pengetahuan warga masyarakat terkait prosedur pelayanan
RT/RW, LMK dan FKDM;

. Pelayanan RT/RW, LMK dan FKDM merupakan pelayanan kemasyarakatan maka
diperlukan keahlian khusus dan pembinaan terhadap pembinaan RT/RW, LMK dan
FKDM;

d. Perlunya pengawasan dari puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan RT/RW, LMK dan
FKDM.

Sedangkan pelayanan RT/RW, LMK dan FKDM yang memiliki nilai tertinggi adalah
unsur biaya untuk mendapatkan pelayanan RT/RW, LMK dan FKDM dengan nilai
90,61.Hal ini disebabkan karena :

a. Biaya penyelesaian pekerjaan tidak ada, semua pelayanan yang dilakukan oleh
RT/RW, LMK dan FKDM gratis atau tidak ada:

b. Dalam memberikan pelayanan RT/RW, LMK dan FKDM berkerjasama dengan baik
sesama pengurus RT/RW, LMK dan FKDM sehingga dapat menyelesaikan tugasnya
dengan maksimat;

c. Dalam memberikan pelayanan, pengurus RT/RW, LMK dan FKDM sudah mengetahui
tugas masing-masing individu pengurus RT/RW, LMK dan FKDM sehingga dalam
memberikan pelayanan bisa menghasilkan hasil yang diharapkan masyarakat.

Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan
di Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
Berdasarkan unsur-unsur pelayanan dengan hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur persyaratan pelayanan
memperoleh nilai terendah sebesar 88,83 pada Pelayanan RT/RW, LMK dan FKDM,
hal ini disebabkan karena :

a. Minimnya sarana yang dimiliki RT/RW, LMK dan FKDM dalam melayani masyarakat;

b. Minimnya pengetahuan warga masyarakat terkait prosedur pelayanan
RT/RW, LMK dan FKDM:
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C.

Pelayanan RT/RW, LMK dan FKDM merupakan pelayanan kemasyarakatan maka
diperlukan keahlian khusus dan pembinaan terhadap pembinaan RT/RW. LMK dan
FKDM:;
Perlunya pengawasan dari kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan RT/RW, LMK dan
FKDM.

Sedangkan unsur persyaratan pelayanan memperoleh nilai tertinggi sebesar

91,30 pada Pelayanan Ketertiban Umum, hal ini disebabkan karena :

a.

Biaya penyelesaian pekerjaan atau aduan masyarakat tidak ada, semua pelayanan
yang dilakukan oleh petugas keamanan dan ketertiban gratis atau tidak ada;
Dalam memberikan pelayanan petugas keamanan dan ketertiban berkerjasama
dengan baik sesama petugas keamanan dan ketertiban sehingga dapat
menyelesaikan tugasnya dengan maksimal;
Dalam memberikan pelayanan, petugas keamanan dan ketertiban sudah mengetahui
tugas masing-masing individu petugas keamanan dan ketertiban sehingga dalam
memberikan pelayanan bisa menghasilkan hasil yang diharapkan masyarakat.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur sistem, mekanisme dan

prosedur memperoleh nilai terendah sebesar 8944 pada Pelayanan Jumantik,

hal ini disebabkan karena :

a.

Masyarakat belum memahami bahwa prosedur pelayanan jumantik diatur pada
peraturan-peraturan yang ada;

Minimnya informasi Bagan Alur dalam penyelenggaraan pelayanan jumantik yang
merupakan bagian dari mekanisme pelayanan publik.

Sedangkan unsur sistem, mekanisme dan prosedur memperoleh nilai tertinggi

sebesar 80,93 Pelayanan Ketertiban Umum, hal ini disebabkan karena

a.

Sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik dinilai  mampu
menggambarkan proses pelayanan, petugas/pejabat yang bertanggung jawab untuk
setiap tahap pelayanan, unit kerja terkait, wakiv, dan dokumen yang diperiukan,
dimulai dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses
pelayanan;

Penerapan pelayanan publik yang baik, berakibat tidak hanya masyarakat yang
merasa terbantu, namun kinerja badan Publik juga akan semakin efektif dan efisien.
Proses yang yang biasanya berbeliit dan lama menjadi lebih efisien;

Dari sisi badan publik, data yang masuk terdokumentasi dengan baik sehingga dapat
menjadi rujukan dikemudian hari. Penerapan teknologi dapat menjadi salah satu upaya
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Waktu Penyelesaian

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur waktu penyelesaian

memperoleh nilai terendah sebesar 89,17 pada Pelayanan Jumantik, hal ini disebabkan
karena :
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a. Dengan demikian wakiu penyelesaian pelayanan meliputi jangka waktu penyelesaian
suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan
atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.
Terkandang berkendala karena kader jumantik kurang memahami peraturan-peraturan
yang ada sehingga harus mencari dasar hukumnya terlebih dahulu sebelum
melaksanakan pelayanan;

b. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal
waktu pemberian pelayanan. Untuk itu dalam menyusun jadwal wakiu pelaksanaan
pelayanan publik, hendaknya benar-benar diperhitungkan beban kerjanya secara
realistis. Dihitung beban atau volume kerja rata-rata dan masing-masing meja/petugas,
dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan, kemudian
disesuaikan tata urutan kerjanya, sehingga dapat diperkirakan jumlah keseluruhan.

Sedangkan unsur waktu penyelesaian memperoleh nilai tertinggi sebesar 91,11
pada Pelayanan Keamanan dan Ketertiban, hal ini disebabkan karena :

a. Pengangganan keamanan dan ketertiban sangat cepat dan sesuai peraturan dan
prosedur,

b. Respon petugas terhadap aduan cepat tanggap;

c. Pelayanan keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan sesuai peraturan dan
prosedur yang beriaku.

b. Biayal/Tarif

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur biaya memperoleh
nilai terendah sebesar 88,74 pada Pelayanan PKK, hal ini disebabkan karena :

a. Ada beberapa program PKK yang kegiatannya tidak ditanggung oleh pemerintah,
sehingga untuk di beberapa program PKK dikenakan biaya sesuai dengan
kesepakatan Bersama;

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kepastian dan rincian biaya pelayanan
publik wajib/sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan;

c. Transparansi biayaftarif dalam pelayanan publik dilakukan dengan tujuan untuk
mengurangi  semaksimal mungkin  pertemuan  secara personal  antara
pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan.

Sedangkan unsur biaya memperoleh nilai tertinggi sebesar 91,67
pada Pelayanan Keamanan dan Ketertiban, hal ini disebabkan karena -

a. Semua pelayanan keamanan dan ketertiban gratis;

b. Dalam memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban, petugas berkerjasama
dengan baik sesama petugas sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan
maksimal dalam memberikan pelayanan;

c. Dalam memberikan pelayanan, petugas ketertban umum sudah mengetahui tugas
masing-masing individu petugas ketertiban umum, sehingga dalam memberikan
pelayanan bisa menghasilkan hasil yang diharapkan masyarakat.
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4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur produk spesifikasi jenis
pelayanan memperoleh nilai terendah sebesar 88,96 pada Pelayanan RT/RW, LMK dan
FDKM hal ini disebabkan karena :

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk Spesifikasi jenis pelayanan pada
Pelayanan RT/RW, LMK dan FDKM;

b. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan/kewenagan penangganan pelayanan
menggambarkan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkandan pemenuhan produk dan
spesifikasi jenis pelayanan merupakan salah satu program prioritas dalam
meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.

Sedangkan unsur produk spesifikasi jenis pelayanan memperoleh nilai tertinggi
sebesar 90,74 pada Pelayanan Keamanan dan Ketertiban, hal ini disebabkan karena :
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan spesifikasi jenis pelayanan
atau ketentuan yang telah ditetapkan, karena dalam pelayanannya sudah terintegrasi
dengan system kerja yang ada sehingga sudah sesuai prosedur yang ada.

5. Kompetensi Pelaksana

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur kompetensi pelaksana
memperoleh nilai terendah sebesar 88,58 pada Pelayanan Jumantik, hal ini disebabkan
karena :

a. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimitiki oleh petugas meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Kompetensi petugas memberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap, dan prilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung
jawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam
memberikan pelayanan. Terkadang petugas pelayanan kurang memahami peraturan
per undangan-undangan;

b. Kompetensi personel yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan
pelayanan harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat Keputusan.

Sedangkan unsur kompetensi pelaksana memperoleh niiai fertinggi sebesar 90,93
pada Pelayanan Keamanan dan Ketertiban, hal ini disebabkan karena :

a. Petugas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pelayanan sudah
memberikan pelayanan sesuai standar operasional, prosedur dan peraturan yang
berlaku;

b. Dalam memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban, petugas berkerjasama
dengan baik sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan maksimal;

¢. Dalam memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban sudah mengetahui tugas
masing-masing sehingga dalam memberikan pelayanan bisa menghasilkan hasil yang
diharapkan masyarakat.
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6. Perilaku Pelaksana

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur Perilaku pelaksana
memperoleh nilai terendah sebesar 88,89 pada Pelayanan Posyandu, hal ini disebabkan
karena :

a. Minimnya pengetahuan warga masyarakat terkait prosedur pelayanan
Posyandu;

b. Kurangnya sarana prasana yang dimiliki posyandu;

c. Pelayanan Posyandu merupakan pelayanan Kesehatan, maka diperlukan keahlian
khusus dan pembinaan terhadap kader posyandy;

d. Perlunya pengawasan dari puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan posyandu.

Sedangkan unsur perilaku pelaksana memperoleh nilai tertinggi sebesar 91,48
pada Pelayanan Keamanan dan Ketertiban, hal ini disebabkan karena :

a. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
Personel sebagai pelaksana pelayanan publik memegang peran yang sangat penting
dan sfrategis dalam hal pelaksanaan pelayanan publik oleh karena itu agar
pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan efekfif dan efisien,
dituntut personel yang profesional serta diharapkan dapat menjadi teladan bagi
masyarakat lainnya. Untuk mendapatkan personel yang profesional tersebut
diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan tuntutan organisasi;

b. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian bagi personel yang
dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas
dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya
dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki persone! yang terlibat dalam
pelayanan publik, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang
mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas;

¢. Perilaku Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat mendukung
etos kerja, etika kerja namun hal tersebut skan ditingkatkan agar lebih baik lagi
untuk kedepan.

7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur penanganan pengaduan,
saran dan masukan memperoleh nilai terendah  sebesar 88,43 pada

Pelayanan Posyandu hal ini disebabkan karena :

a. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait ketertiban umum yang belum bisa
terpenuhi.  contoh pengaduan masyarakat terkait pedagang kaki lima
di jembatan hitam, terkait dengan relokasi yang belum ada maka pedagang kaki lima
belum bisa ditertibkan;

b. Minimnya pengetahuan warga masyarakat terkait prosedur pelayanan
ketertiban umum;

C. Beberapa kali diadakan penegakan peraturan pemerintah terkait ketertiban umum
membuat sebagaian masyarakat merasa dirugikan contoh pernah beberapa kali
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diadakan penertiban bangunan liar, parkir liar dan pemberhentian operasi
odong-odong atas permintaan warga.
Sedangkan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan memperoleh
nilai tertinggi sebesar 96,21 pada Pelayanan PPSU hal ini disebabkan karena :

a. Salah satu wujud nyata dalam praktik demokrasi dalam pelayanan publik adalah
memberi kesempatan pada publik untuk menyampaikan pengaduan mana kala
pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan.

b. Pengaduan publik yang dikelola dengan baik oleh pemberi layanan akan
mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi badan publik yang diadukan,
antara lain: Survel Kepuasan Masyarakat.

c. Sebagai alat introspeksi diri untuk selalu responsif dan mau memperhatikan saran dan
masukan dari masyarakat.

8. Penanganan Sarana dan Aduan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur penanganan sarana dan aduan
memperoleh nilai terendah sebesar 88,43 pada Pelayanan Posyandu, hal ini disebabkan
karena :

Terdapat beberapa Fakior yang menjadi Penghambat dan mempengaruhi perilaku

personel pelayanan terhadap kualitas pelayanan antara lain ;| Keterbatasan Sumber Daya

Manusia, Kurangnya Fasilitas Kerja, Terbatasnya Sarana Transportasi, Perilaku Pelaksana

adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

Sedangkan unsur sarana dan prasarana memperoleh nilai tertinggi sebesar 91,11
pada Pelayanan Keamanan dan Ketertiban hal ini disebabkan karena :

a. Variabel sarana prasarana dalam pelayanan publik secara signifikan sangat
memberikan pengaruh terhadap kepuasan publik, namun demikian walaupun suatu
institusi pelayanan publik telah dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai
tetapi apabila tidak difungsikan dengan seoptimal mungkin untuk melayani publik maka
akan kurang dapat memberikan kepuasan publik.

b. Salah satu strategi memberikan kepuasan kepada publik adalah dengan menampilkan
kualitas pelayanan publik yang prima khususnya pengadaan fasilitas dan sarana
prasarana pelayanan publik.

9. Sarana Pendukung Pelayanan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur sarana dan prasarana
memperoleh nilai terendah sebesar 88,43 pada Pelayanan Posyandu, hal ini disebabkan
karena :

Terdapat beberapa Faktor yang menjadi Penghambat dan mempengaruhi perilaku

personel pelayanan terhadap kualitas pelayanan antara lain : Keterbatasan Sumber Daya

Manusia, Kurangnya Fasilitas Kerja, Terbatasnya Sarana Transportasi, Perilaku Pelaksana

adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan:

Sedangkan unsur sarana dan prasarana memperoleh nilai tertinggi sebesar 91,48
pada Pelayanan Keamanan dan Ketertiban hal ini disebabkan karena -

22



a. Variabel sarana prasarana dalam pelayanan publik secara signifikan sangat
memberikan pengaruh terhadap kepuasan publik, namun demikian walaupun suatu
institusi pelayanan publik telah dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai
tetapi apabila tidak difungsikan dengan seoptimal mungkin untuk melayani publik maka
akan kurang dapat memberikan kepuasan publik.

b. Salah satu strategi memberikan kepuasan kepada publik adalah dengan menampilkan
kualitas pelayanan publik yang prima khususnya pengadaan fasilitas dan sarana
prasarana pelayanan publik.

C. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan

1l

Rata-rata Pelayanan Per Unsur Total 9 unsur masing-masing pelayanan

S unsur
Rata-rata Pelayanan PPSU = 811,43:9 = 90,16
Rata-rata Pelayanan Ketertiban Umum = 820,75:9 = 91,19
Rata-rata Pelayanan PKK = 806,95:9 = 89,66
Rata-rata Pelayanan JUMANTIK = 80444:.9 = 89,38
Rata-rata Pelayanan POSYANDU = 798,93:9 = 88,77
Rata-rata Pelayanan RT/RW,LMK dan FKDM = 803,05:9 = 8923

IKM Kelurahan Pal Meriam = fotal SKM 6 Jenis Pelayanan
6 Jenis Pelayanan

= {90.16+91,19+89,66+89,38+88,77+89,23) = 89,73
6
Jadi Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman

Kota Adminitrasi Jakarta Timur pada triwulan 1l tahun 2023 dengan nilai 89,73
(mutu pelayanan A)
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari  kegiatan  Survei Kepuasan Masyarakat vyang dilaksanakan

di Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur

pada triwulan Il tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara fotal responden menilai pelayanan yang diterima sudah berada dalam

kategori A dengan nilai IKM sebesar 89,73 hal tersebut dikarenakan:

a.

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
Personel sebagai pelaksana pelayanan publik memegang peran yang sangat
penting dan strategis dalam hal pelaksanaan pelayanan publik oleh karena itu agar
pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien,
dituntut personel yang profesional serta diharapkan dapat menjadi teladan bagi
masyarakat lainnya. Untuk mendapatkan personel yang profesional tersebut
diperiukan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan tuntutan organisasi;
Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian bagi personel
yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat
pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang
menjadi tanggungjawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki
personel yang terlibat dalam pelayanan publik, baik dari aspek kemampuan
maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan
kreatifitas;

Perifaku Pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik adalah sangat mendukung
etos kerja, etika kerja namun hal tersebut akan ditingkatkan agar lebih baik lagi
untuk kedepan;

Waktu penyelesaian pelayanan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang
diharapkan.

2. Masih ada beberapa unsur yang memeriukan perbaikan yang berakibat pada tingkat

kepuasan masyarakat pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan
rendah, sehingga masih memerlukan perbaikan.
B. Saran

Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Pal Meriam

Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2023
perlunya dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan

melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama

mempertahankan kualitas sarana prasarana dan prosedur, sistem dan mekanisme
pelayanan publik;
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b. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang bisa memperbaiki perilaku petugas,
Sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan petugas dapat
lebih memperbaiki sikap dan perilaku dan bisa mengendalikan emosi terhadap publik;

¢. Memperbaiki sistem penanganan pengaduan publik dengan memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi, sehingga seluruh pengaduan dapat diatasi dengan cepat
dan transparan;

d. Memberikan informasi secara jelas kepada publik tentang persyaratan pelayanan
publik yang harus dipenuhi dengan menambah jumlah wahana informasi dan
menempatkannya ditempat yang dapat dengan mudah dilihat sehingga nformasinya
dapat dibaca jelas oleh publik.
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BAB YV
PENUTUP

Survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar dalam
rangka peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat di Lingkungan
Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur .

Jakarta, 23 Mei 2023
LURAH KELURAHAN PAL MERIAM

Setiyawan, S_Pd

NIP.[19760320 1998 031002
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
KELURAHAN PAL MERIAM
Triwulan Il Tahun 2023

Meningkatkan Budaya Pelayanan,
Menumbuhkan Kebahagiaan Bagi Pemberi dan
Penerima Layanan

KELURAHAN PAL MERIAM

KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRAS! JAKARTA TIMUR



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN PAL MERIAM

TRIWULAN [i TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah sebagai service provider dan service arranger
memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat
setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan
peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang
disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan
yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar
terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik,
yaitu, pendekatan yang melihat kinetrja pelayanan dari perspektif pemberi layanan
(birokrasi-Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari
perspektif pengguna layanan atau publik.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada
seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan
Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa
kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik.
Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk
mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
maka dari itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bagian Kepegawaian
Tata Laksana dan Pelayanan Publk Kota Administrasi Jakarta Timur yang

dilaksanakan oleh Kelurahan setempat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
Tahun 2023.

B. Maksud danTujuan

Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarkat, baik parsial maupun total,
sehingga diperoleh NilaifTingkat Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman untuk
mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun berikutnya :



Memetakan kinerja Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi Jakarta Timur
yang sekaligus merupakan cerminan kinerja pelayanan publik di Provinsi DKI

Jakarta menurut persepsi pengguna jasa layanan atau publik;
Mengidentifikasi harapan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik
yang lebih baik di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini, adalah ;

Terukurnya Kepuasan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh
masing-masing unit kerja;
Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kota Administrasi
Jakarta Timur;
Terpetakannya kelemahan dan kekurangan dari masing-masing  Unit
Pelayanan Publik;
Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas
pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Administrasi Jakarta Timur:
Sebagai ukuran dasar dalam menilai penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada
tahun berikutnya.
Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, adalah :
Diketahuinya tingkat kinetja penyelenggaraan pelayanan vang telah dilaksanakan
oleh unit pelayanan publik secara periodik;
Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan
melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik;
Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian
masyarakat terhadap kinerja pelayanan vyang diberikan oleh aparatur
penyelenggara pelayanan publik;
Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;
Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan
di Kota Administrasi Jakarta Timur:
Diketahuinya indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
Instrumen Survei

Instrumen yang dipergunakan dalam kegiatan ini menggunakan aplikasi

JakSurvei dengan link dari JSC. Kuesioner terdiri dari 5 (ima) bagian, yaitu
Pelayanan  PPSU, Pelayanan Ketertiban  Umum, Pelayanan  PKK,
Pelayanan Jumantik dan Pelayanan Posyandu dengan masing-masing responden
sebanyak 100 (seratus) orang responden.



Identitas responden
Bagian ini berisi data identitas responden, data ini terutama digunakan

untuk proses QC (quality control) dan pengelompokkan responden.
Data identitas responden meliputi : nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan
pekerjaan responden.

Pendapat responden

Pada bagian ini ditanyakan pendapat masyarakat yang meliputi kepuasan dan
harapan atas 9 unsur pelayanan publik, 9 unsur pelayanan tersebut mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 9 unsur tersebut terdiri dari :

e Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

+ Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

e  Waktu Penyelesaian

Waktu Penyeiesaian adalah jangka wakiu vyang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
o Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyslenggara dan masyarakat.
¢ Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
+ Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
e Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
» Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
e Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).



E. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan kegiatan dirancang sebagai berikut :

Maret April Mei
KEGIATAN 112 |3 |41 (2|3 (4|5|1/2|3 |45
1. | Evaluasi SKM 2022
2. | Persiapan dan perencanaan SKM |
2023
' 3. | Sosialisasi SKM 2023
4. | Pelaksanaan SKM
L
5. | Pengolahan Data
6. | Pembuatan Laporan di Keiurahan
7. | Pembuatan Laporan di Kecamatan
8. | Pembuatan Laporan di Tingkat
Kota Administrasi Jakarta Timur
F. Penutup

Survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai
dasar dalam rangka peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat
di Lingkungan Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Administrasi
Jakarta Timur .

—.Jakarta, 01 Maret 2023
1 KELURAHAN PAL MERIAM

Setiyawan, S. Pd
NiP. 19760320 1998 031002



Menimbang

Mengingat

LURAH KELURAHAN PAL MERIAM

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PAL MERIAM
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI TINGKAT KELURAHAN PAL MERIAM
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PAL MERIAM

bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang telah
diberikan kepada masyarakat oleh Instansi Pemerintah
Provingi DKI Jakarta di tingkat Kelurahan Pal Meriam
Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur, maka
perlu dilaksanakan survei kepuasan masyarakat Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan
Lurah  Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman
Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan
Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik  di Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang  Nomor 14  Tahun 2008 fentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Instruksi  Presiden RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan
Tahun 2017;

Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat:



Menetapkan

KESATU

KEDUA

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Pubilik;

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksana Survei Kepuasan
Masyarakat;

10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan tata Kerja Kota Administrasi;

11. Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;

12. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 338 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PAL MERIAM
KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TENTANG TIM PELAKSANA SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT
KELURAHAN PAL MERIAM KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023.

Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan  Publik di Tingkat Kelurahan Pal Meriam
Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah
sebagai berikut :

a. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran
pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Pal Meriam Kecamatan
Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Pal Meriam
Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
Tahun 2023 guna mengetahui sejauhmana  kualitas
pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh
instansi pemerintahan di tingkat kelurahan;

€. Menyusun laporan hasil pelaksanaan hasil Survei Kepuasan
Masyarakat  terhadap Pelayanan  Publk di  Tingkat
Kelurahan Pal Meriam Kecamatan Matraman Kota Adminstrasi
Jakarta Timur dan menyampaikan laporan ke tingkat Kecamatan.



KETIGA ¢ Unit Pelayanan Publik yang akan di survei dan dievaiuasi adalah
Pelayanan  Publik di Tingkat Kelurahan Pal Meriam
Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Maret 2023
LU KELURAHAN PAL MERIAM

Setiyawan, S. Pd
NIP. 19760320 1998 031002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur:

2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur:
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;

4,

Kepala Bagian Tatalaksana, Kepegawaian dan Pelayanan Publik Kota Administrasi
Jakarta Timur;

Camat Kecamatan Matraman;
Para Ketua RW Kelurahan Pal Meriam.

oo



Lampiran . Keputusan Lurah Kelurahan Pal Meriam

Nomor : 47 Tahun 2023
Tanggal : 01 Maret 2023

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT KELURAHAN PAL MERIAM KECAMATAN
MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

Pengarah . Camat Kecamatan Matraman
Penanggung Jawab . Lurah Keiurahan Pal Meriam
Ketua Pelaksana : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pal Meriam:

2. Plt. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Kelurahan Pal Meriam;

3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kelurahan Pal Meriam.

Sekretaris . PIt. Sekretaris Kelurahan Pal Meriam
Anggota : 1. Staf Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Kelurahan Pal Meriam:
2. Staf Sekretariat Kelurahan.

Jakarta, 01 Maret 2023
KELURAHAN PAL MERIAM




